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ABSTRAK 

 

Poligami merupakan perkawinan dimana pihak suami mempunyai istri 

lebih dari satu dalam waktu yang sama. Poligami di Indonesia diatur dalam pasal 

3-5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40-44 Undang-

undang No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59. Seseorang yang 

akan poligami harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 4 Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Pengadilan Agama akan memberikan izin 

suami untuk melakukan poligami apabila: Pertama, istri tidak dapat menjalankan 

kewajibanya sebagai seorang istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Syarat ini merupakan syarat fakultatif seorang suami untuk melakukan 

poligami, dimana salah satu syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat izin dari 

Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Pengadilan Agama Temanggung pada 

tanggal 14 Agustus 2014 telah memutus dan mengabulkan perkara permohonan 

izin poligami dimana calon istrinya telah hamil karena hubungan badan diluar 

pernikahan yang sah. Pokok masalah dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai 

Apa dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 

dasar dan pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah library research 

atau penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan metode analisis 

data kualitatif yaitu menganalisa data primer yang berupa putusan Pengadilan 

Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg.  tentang izin poligami dan 

ditambah dengan data pendukung yaitu wawancara. Pendekatan yang penyusun 

gunakan dalam menganalisa putusan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu 

pendekatan dengan mengacu pada Al-Qur’an, Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun 

hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

Penyusun menyimpulkan dari data yang penyusun peroleh dan penyusun 

analisa, bahwasanya majelis hakim dalam memutus perkara No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg lebih menekankan pada terwujudnya sebuah 

kemaslahatan, yaitu memperhatikan kondisi calon istri telah hamil dan izin dari 

seorang istri untuk melakukan poligami. Namun, secara yuridis majelis hakim 

tidak menekankan pada yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

Alîf 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ’ 

zâ’ 

‘ain 

gain 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 
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 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

fâ’ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 دة متعّد

 عدّة

Ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbut ̟ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة

 علة

Ditulis 

ditulis 

H̟ikmah 

‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karâmah al-auliyâ الأولياء كرامة
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 ditulis Zakâh al-fiţri الفطر زكاة

 

D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعل

__  َ _ 

 ذكر

__  َ _ 

 يذهب

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath ̟ah + alif 

 جاهلية

fath ̟ah + ya’ mati 

 تنسى

kasrah + ya’ mati 

 كـريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd ̟ 

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 شكرتم لئن

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 السمآء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 الفروض ذوي

 السنة أهل

ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd ̟ 

Ahl as-Sunnah 
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J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, Hadis, 

Salat, Zakat dan Mazhab. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

toko Hidayah. 
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MOTTO 

UNTUK MENCAPAI KEINGINANMU, 

KEBERANIANMU HARUS LEBIH BESAR  

DARI KETAKUTANMU 

Nothing is impossible beyond determination 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (ميثاقا غليظا), karena 

apabila akad perkawinan disebut transaksi maka transaksi perkawinan melebihi 

transaksi-transaksi lain.1 Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu syariat 

dan dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk mengatur hubungan laki-laki dan 

perempuan dengan suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai 

suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia penuh kasih sayang, 

sejahtera (sakinah, mawadah, warahmah) kekal abadi penuh kesempurnaan, 

baik moril, materiel maupun spiritual.2 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 

keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan 

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga tercipta 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.3 

Kebahagiaan dalam keluarga akan lebih mudah terwujud dengan 

perkawinan monogami yaitu seorang pria mempunyai satu orang istri,sehingga 

dengan satu orang istri tersebut kebahagiaan dalam keluarga dapat diperoleh. 

                                                           
1 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan 

TAZZAFA, 2005), hlm. 24. 

2 Mohamad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), hlm. 234-244. 

3 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),  II: 48. 
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Didalam perkawinan juga ada istilah poligami dan poliandri, pengertian dari 

poligami itu sendiri adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang 

perempuan dalam waktu yang sama.4 Sedangkan poliandri adalah jika seorang 

wanita memiliki lebih dari satu suami.5 Poligami atau beristri lebih dari 

seorang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum 

Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini Allah Swt berfirman. 

 عث وربثلوإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتمى فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و

 6اتعولو ملكت ايمانكم ذلك أد نى ألا حدة أو ما افو لوا تعدألا فإن خفتم  

Poligami mempunyai persyaratan yang sangat ketat dan hanya orang-

orang tertentu dan dalam keadaan tertentu yang diizinkan berpoligami. Seorang 

yang akan berpoligami juga harus mampu berlaku adil agar tidak menimbulkan 

kecemburuan pada salah satu istri maupun keduanya. Poligami harus 

berlandaskan asas keadilan dimana seseorang tidak boleh poligami apabila 

orang itu tidak yakin untuk mampu berpoligami dan itu ditakutkan akan 

menimbulkan dosa atas tindakannya itu. Karena perkawinan dalam Islam 

bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi yang lebih 

penting adalah mewujudkan ketentraman batin dan kebahagiaan hidup.7 

                                                           
4 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,cet. ke-5, (Jakarta: UI-Press,1986), 

hlm.54. 

5 DonoBaswardono, Poligami itu selingkuh, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 44. 

6 An-Nisà’ (4): 3 

7 Ahmad Ilyas, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap 

Keabsahan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 5. 
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Poligami itu diperbolehkan dengan memiliki dua, tiga, atau sebanyak-

banyaknya empat orang istri,petunjuk pembatasan atas empat orang tersebut 

disimpulkan dari kalimat ayat ketiga surat An-Nisã’ tersebut, ditambah lagi 

dengan penegasan sebuah hadis Rasul yang menyuruh Ghailan bin Salamah 

yang beristri sepuluh orang wanita, agar menceraikan istri-istrinya yang lebih 

dari empat orang, dan hanya meneruskan hubungan perkawinanya dengan yang 

empat orang saja. 

من معهالثقفي اسلم وله عشر نسوة فى الجا هلية, فا سل عن ابى عمر: ان غيلان بن سلمة    

  فا مره النبى صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا8

Poligami selalu menjadi perdebatan oleh kalangan ahli, dimana mayoritas 

ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh 

secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir 

kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami 

dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.9 

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, Perkawinan bersifat monogami, 

namun demikian Undang-undang ini mengenal poligami dan hal tersebut dapat 

dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang 

dianutnya. Poligami dapat dilaksanakan dan diperbolehkan Undang-undang 

                                                           
8 Al-Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-

ILMIYAH, 2009), II: 470, hadis nomor 1953, Kitab An Nikah. 

9 Inayah Rahmaniah dan Moh. Shodik, Menyoal Keadilan dalam Poligami, cet. IV, 

(Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 123. 
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adalah ketika terpenuhi alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan 

sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dimana 

seorang suami yang ingin melakukan poligami harus dapat menghadirkan salah 

satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 

perundang-undangan di Indonesia10 

Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai persyaratan 

beristri lebih dari seorang (Poligami) sesuai yang tercantum dalam pasal 56 

ayat (1) mengharuskan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. selain 

persyaratan tersebut juga ada persyaratan yang berkaitan dengan kekurangan 

fisik dari istri sesuai dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dimana 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 

beristri lebih dari satu orang apabila: 

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. 

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Persyaratan izin beristri lebih dari satu atau poligami sesuai pasal diatas 

mengacu pada masalah tujuan pokok perkawinan, dimana tujuanya adalah 

memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawadah), dan kasih 

sayang (rahmah).11 Sehingga apabila salah satu alasan beristri lebih dari satu 

yang terdapat pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam itu menimpa pasangan 

                                                           
10 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-

undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2013), hlm. 30. 

11 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, hlm. 38.  
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suami istri maka hal tersebut dapat dianggap rumah tangga tidak akan mampu 

mencapai tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan. 

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan di 

dalam pasal 3 ayat 2 bahwa dalam pengajuan izin poligami itu harus 

mendapatkan izin dari pengadilan,12 khusus untuk orang Islam sendiri 

mengajukan ke Pengadilan Agama daerah tempat tinggalnya. Sehubungan 

dengan hal itu tentunya Pengadilan Agama sudah mengeluarkan banyak 

produk putusan, salah satu produk putusan itu yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 14 agustus 2014 yang 

mengabulkan putusan No. 0704/Pdt.G/PA.Tmg yaitu mengenai izin poligami 

dengan calon istri telah hamil. 

Menurut penyusun dalam putusan itu masih belum tepat, karena di dalam 

putusan itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan lagi salah satunya dalam 

pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa permohonan tersebut telah 

memenuhi alasan-alasan dan memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 

huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana hal itu merupakan 

syarat yang bersifat fakultatif,13 didalam pasal 4 ayat 2 huruf (a) tersebut 

menyebutkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

seorang istri. Dari pertimbangan hakim tersebut dapat memunculkan 

pertanyaan salah satunya “kewajiban istri yang seperti apa?,” padahal dari 

                                                           
12 Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 2 undang-undang 

No. 1 tahun 1974) 

13 Maksudnya, apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan 

Agama dapat memberikan izin poligami. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 156. 
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hubungan pernikahan yang berlangsung kurang lebih  selama 25 tahun antara 

pemohon dan termohon telah mempunyai tiga orang anak.  

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dimungkinkan 

mempertimbangkan keadaan dari calon istri keduanya yang dalam keadaan 

hamil, sehingga dengan alasan itu permohonan poligami tersebut dikabulkan 

oleh majelis hakim, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur 

mengenai perkawinan wanita hamil dengan syarat yang telah diatur 

didalamnya, yang perlu dicermati dari hal itu adalah mengenai izin poligami 

dengan sebab calon istri keduanya sudah hamil karena perzinaan yang 

dilakukan oleh keduanya. Hal itulah yang menarik untuk dilakukan penelitian 

untuk mendapatkan penjelasan dari izin poligami karena calon istri hamil sebab 

perzinaan. 

Selain permasalahan di atas sebagaimana yang telah diketahui bahwa 

dalam menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama tidak cukup hanya 

mengacu pada dasar-dasar hukum positif namun hakim Pengadilan Agama 

juga harus menggunakan dasar-dasar normatif seperti nash-nash Al-Qur’an, 

hadis Nabi maupun kaidah-kaidah fiqhiah. Namun dalam putusan ini hakim 

Pengadilan Agama hanya menggunakan dalil Al-Qur’an yang bersifat umum, 

tidak menggunakan dalil-dalil bersifat khusus yang langsung menyinggung 

pada pokok perkara. 

Setelah penyusun melihat berbagai permasalahan yang ada, penyusun 

merasa bahwa hal itu merupakan perkara yang menarik sehingga penyusun 

tertarik untuk melakukan penelitian dan disusun menjadi skripsi yang berjudul  
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“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan 

Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg).” 

B. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar maka perlu adanya 

pembatasan masalah, agar penelitian ini terpusat pada masalah pokok yang 

menjadi obyek penelitian, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan 

Agama Temanggung dalam memutus perkara izin poligami No. 

0704/pdt.G/2014/PA.Tmg? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar hukum 

dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam 

memutus perkara No. 0704/pdt.G/2014/PA.Tmg tentang izin poligami? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai 

atau digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung 

dalam memutus perkara No. 0704/pdt.G/2014/PA.Tmg. 

b. Untuk memberikan analisa bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 

pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara 

No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. 
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2. Kegunaan 

a. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan 

dengan poligami. 

b. Diharapkan menjadi salah satu acuan referensi dalam permasalahan 

poligami. 

c. Diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi bagi pihak yang ingin 

meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang berhubungan dengan 

poligami. 

D. Telaah Pustaka 

Banyak sekali tulisan-tulisan yang membahas mengenai beristri lebih 

dari seorang (Poligami) dikarenakan poligami ini merupakan hal yang masih 

menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. tulisan tulisan itu 

diantaranya: 

Dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul Riba dan Poligami 

(sebuah studi pemikiran Muhammad Abduh), membahas pemikiran 

Muhammad Abduh menurut Khoiruddin Nasution para pemikir kontemporer 

(termasuk Muhammad Abduh) berusaha membatasi dan bahkan menghapuskan 

perkawinan poligami. Namun yang dimaksud disini adalah poligami yang 

murni karena faktor pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis.14 

Buku yang berjudul Pandangan Islam Tentang Poligami yang ditulis 

oleh Musdah Mulia didalamnya dijelaskan bahwa demi keadilan maka prinsip 

perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami bukan poligami, hal 

                                                           
14 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA, 1996), hlm. 108. 
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tersebut demi terwujudnya keadilan bahwa manusia akan lebih dekat kepada 

berbuat adil dalam perkawinan monogami bukan poligami. selain itu juga 

dijelaskan bahwa poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang 

dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan 

syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil.15 

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Fauzi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK 

Mengenai Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Agama Yogyakarta.” Pada  

skripsi ini menjelaskan bahwa zina bukanlah alasan melakukan poligami. 

Disini pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa 

dari pihak isteri memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. 

tindakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap sudah sesuai 

dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena 

majelis hakim dalam memutus suatu perkara diperbolehkan menggali 

hukumnya sendiri, jadi hakim tidak hanya berpegang pada satu sumber hukum 

saja melainkan hakim bebas dalam melakukan ijtihad untuk memutus perkara 

demi tercapainya rasa keadilan.16 

Skripsi yang berjudul “Menopouse Sebagai Alasan Poligami (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)”, ditulis oleh Evi 

Puspita Sari pada skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama 

                                                           
15 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta Selatan: Kajian Agama 

dan Jender,1999 ), hlm. 65. 

16 Muhammad Nur Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami tidak Sehat 

(Studiputusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK)”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 61. 
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Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan 

menopouse menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

undang-undang yang ada.17 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ilyas dengan judul “Pandangan Tokoh 

Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat 

Hamil diluar Nikah.” Skripsi ini fokus menjelaskan tentang pandangan tokoh 

agama Muhammadiyah mengenai poligami karena perzinahan. Dimana para 

tokoh muhammadiyah pada umumya melarang dan mengharamkan poligami 

karena itu dimaksudkan untuk menjaga institusi pernikahan yang suci, yamg 

memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah 

warahmah.18 

Skripsi yang ditulis oleh Isyad Wira Budiawan dengan judul “Hamil 

Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap putusan Pengadilan 

agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003).” didalam 

skripsinya dijelaskan bahwa pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim 

masih belum mendekati kenyataan yang konkrit, dan pernyataan yang 

diberikan majelis hakim hanya meliputi pada permasalahan poligami, 

                                                           
17 Evi Puspitasari, “Menopouse Sebagai Alasan Poligami” (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000),” skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2002), hlm. 61. 

18 Ahmad Ilyas, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap 

Keabsahan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah,” hlm. 73. 
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sedangkan permasalahan hamil diluar nikah hanya mencakup pada hamil yang 

disebabkan oleh pemohon bukan pada penyebab yang menimbulkanya.19 

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara 

Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2000-2003.” 

yang ditulis oleh Jujun Mulyana. Skripsi ini fokus pada dasar dan 

pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan putusan mengenai syarat alternatif dan kumulatif, kemudian 

hakim berusaha membuktikan kebenaranya dari kedua syarat tersebut, dimana 

hakim membuat kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan 

keterangan dari para pihak (pemohon dan termohon) yang selanjutnya 

dijadikan rujukan oleh hakim mengenai permohonan itu akan ditolak ataupun 

dikabulkan oleh majelis hakim.20 

Berdasarkan penelusuran penyusun mengenai penelitian yang 

menyangkut izin poligami, penyusun telah menemukan beberapa tulisan 

mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penyusun belum 

menemukan adanya  penelitian izin poligami karena zina di Pengadilan Agama 

Temanggung khususnya pada putusan Pengadilan Agama No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tentang izin poligami. Oleh karena itu penyusun 

meyakini bahwa keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                           
19 Isyad Wira Budiawan, “Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami  (Studi 

terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003),” 

skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 95. 

20 Jujun Mulyana, “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin 

Poligami di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2000-2003,” Skripsi  Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 63. 
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E. Kerangka Teoritik 

Islam hanya membenarkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan yang keduanya tidak terhalang menikah secara syar’i 

(bukan mahram) yang didahului dengan proses meminang kepada orang tua 

atau wali perempuan, membayar mahar, dan ijab-kabul. Dimana pada 

prinsipnya Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang 

didalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidak adilan, 

pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.21 Itu karena perkawinan merupakan 

perjanjian yang suci,22 dimana niatnya hanya ingin membangun keluarga yang 

bahagia. 

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, sebagaimana 

dengan pernikahan itu dapat menuntun manusia (laki-laki dan perempuan) 

menuju kehidupan yang diridhai Allah Swt. Salah satu bentuk perkawinan 

yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, 

dimana seorang suami memiliki beberapa perempuan dalam waktu yang 

bersamaan.23 Meskipun Islam membolehkan poligami hal itu disertai dengan 

beberapa syarat. Sehingga tidak setiap orang dapat melakukan poligami. Yang 

menjadi landasan kebolehan poligami adalah firman Allah SWT. 

 عث وربثللا تقسطوا فى اليتمى فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ووإن خفتم أ

                                                           
21 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, hlm. 7. 

22 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, hlm. 47. 

23 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, hlm. 2. 
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 24اتعولو ملكت ايمانكم ذلك أد نى ألا حدة أو ما فوا لوا ألا تعدفإن خفتم  

Ayat diatas menegaskan bahwa syarat berpoligami itu harus mampu 

berlaku adil yaitu meyakini bahwa dirinya itu mampu untuk berlaku adil, serta 

dijelaskan pula jumlah istri yang boleh dinikahi adalah maksimal empat orang. 

Hal itu sesuai dengan hadis Rasul yang menerangkan bahwa Ghailan bin 

Salamah dengan sepuluh orang istrinya bersama-sama masuk Islam kemudian 

Rasulullah Saw menyuruh supaya Ghailan bin Salamah memilih empat 

diantara istri-istrinya.  

من معهالثقفي اسلم وله عشر نسوة فى الجا هلية, فا سل لان بن سلمةعن ابى عمر: ان غي  

  فا مره النبى صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا25

Dalam persoalan keadilan sesuai dengan surat An-Nisã’ (4): 3 akan 

sangat sulit didapatkan meskipun orang tersebut telah berusaha semaksimal 

mungkin, hal itu sesuai yang dijelaskan didalam firman Allah: 

ها كالمعلقة بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذ رو لوا ولن تستطيعوا أن تعد  

 وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما26

 

Ayat diatas merupakan peringatan bagi orang yang akan berpoligami, 

laki-laki tersebut harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif dan 

                                                           

24 An-Nisã’ (4): 3 

25 Al-Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-

ILMIYAH, 2009), II: 470, hadis nomor 1953, Kitab An Nikah. 

26 An-Nisã’ (4): 129 
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negatif yang akan timbul, sehingga hal itu tidak merugikan diri sendiri dan 

tentunya hak istri tidak terabaikan.  

Dalam Perundang-undangan Indonesia poligami ini diatur dalam UU No. 

1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 3, 4, 5,  PP No. 9 tahun 1975 

pasal 40, 41, 42, 43, 44 dan KHI pasal 55, 56, 57, 58, 59. diantaranya yaitu: 

Poligami dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 yaitu: 

Pasal 3 

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. 

Seorang wanita hanya boleh memilki seorang suami. 

(2) Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah 

tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 

kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus 

memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka. 
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(2)  Persetujan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila istri tidak mungkin dimintai 

persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau 

apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat 

penilaian dari Hakim Pengadilan. 

 

Selain yang terdapat dalam Undang-undang tersebut diatas  beristri lebih 

dari satu orang  atau poligami juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 40, 

41, 42, 43, 44 namun dalam isinya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada 

pada Undang-undang No. 1 tahun 1974. Kemudian dalamKompilasi Hukum 

Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 dimana didalamnya dijelaskan 

mengenai batasan istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, karena dalam 

Undang-undang sebelumnya belum disebutkan secara jelas mengenai batasan 

istri tersebut. 

Pasal 55 

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas 

hanya sampai empat orang istri 

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 

Pasal 56 

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 

dari pengadilan agama. 

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975. 

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

 

 



16 
 

Pasal 57 

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 

akan beristri lebih dari seorang apabila: 

(1)  Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 

(2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

(3)  Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 58 

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-

syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 

1974 yaitu: 

a. Adanya persetujuan istri, 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan 

lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 

seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-

kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat 

penilaian Hakim. 

Pasal 59 

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan 

izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan 

yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat 

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar 

istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap 

penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 

Perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya berusaha 

mengatur kaum laki-laki yang akan melakukan poligami. Laki-laki yang 

diperbolehkan melakukan poligami dalam Undang-undang  Perkawinan ini 

adalah yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi 
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seluruh kebutuhan keluarga, juga mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. 

Sehingga istri dan anak-anaknya tidak disia-siakan.27 Berdasarkan keterangan 

diatas jelas bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia 

adalah menganut asas perkawinan monogami dimana seorang suami hanya 

mempunyai satu orang istri.28 

Undang-undang di Indonesia sangat ketat mengatur masalah poligami hal 

itu bisa kita lihat dari isi pasal yang telah disebutkan diatas, bahwa poligami itu 

hal yang tidak mudah. Seperti yang dikatakan Muhammad Abduh bahwa 

keadilan dalam poligami merupakan hal yang sangat berat, dimana poligami 

hanya dibolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan 

darurat dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari 

perbuatan dosa.29 Dalam pendapatnya poligami merupakan perbuatan yang 

tidak boleh atau haram apabila dalam poligami mempunyai tujuan hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan biologis saja.30 Sedangkan pendapat Muhammad 

Shahrur dia membolehkan poligami hanya terhadap janda yang memiliki anak 

yatim, dan istri kedua tidak memiliki hak waris.31 

                                                           
27 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, cet. ke-2, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2013), 

hlm. 275. 

28 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3 (1) 

29 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, hlm. 37. 

30 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, hlm. 103. 

31 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer diterjemahkan oleh 

Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke-6, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 543. 
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Menurut pendapat Al-Qurthubi arti adil dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yaitu 

adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian 

nafkah. Dalam hal batasan jumlah istri yang boleh dinikahi Al-Qurthubi 

menafsirkan surat An-Nisa’ ayat 3 itu tidak berarti boleh menikahi wanita 

sampai 9 orang, dimana Al-Qurthubi membolehkan mengawini wanita hanya 

sampai empat orang saja. Hal itu sesuai dengan hadis Rasul yang menyuruh 

Harist ibn Qais dengan delapan istri memilih empat orang istri dan 

menceraikan yang lainya.32 

Keadilan merupakan syarat yang paling berat untuk melakukan poligami, 

hal itu sesuai dengan pendapat para tokoh diatas. Sehingga dalam praktek izin 

poligami ini sebelum menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama dalam 

memeriksa perkara izin poligami harus benar-benar cermat dengan terlebih 

dahulu memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan.33 Karena hakim 

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam 

yang menjadi kewenanganya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara 

Peradilan Agama,34 dimana hakim wajib mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

baik yang berupa teknis maupun yuridis.35 Hakim dalam memutus sebuah 

perkara juga harus mampu menempatkan permasalahan yang akan diputus 

                                                           

32 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami...,hlm. 87. 

33 Lihat PP No. 9 tahun 1975 pasa l42 ayat 1 

34 Mukti arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-8  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 29. 

35 Ibid, hlm. 31. 
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apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka perhatikan mana yang 

lebih besar madaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madaratnya, 

dengan begitu diharapkan dalam putusan hakim yang dijatuhkan itu 

mendatangkan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fikih: 

 إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.36

 37.ف الإمام على الراعية منوط بالمصلحةتصر

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian 

pustaka (library Research).38 Artinya bahan yang diperoleh adalah berasal 

dari kepustakaan, baik itu buku, jurnal, skripsi dan menelusuri putusan No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg serta sumber lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dikaji. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini bersifat diskriptif-analitik, yaitu penelitian 

untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah 

melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian 

                                                           
36 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, hlm. 74. 

37 Ibid, hlm. 15. 

38 Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar, 

cet. 1 (Yogyakarta: Tiara wacana, 1989), hlm. 22. 
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dijelaskan dan diberikan penilaian.39 Atau memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai suatu permasalahan kemudian dianalisis permasalahanya 

supaya diketahui dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai 

majelis hakim dalam putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang 

poligami karena perzinaan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan meneliti sebuah masalah 

yang didasarkan pada hukum Islam,40 baik itu nash Al-Qur’an, hadis, 

maupun pendapat para ulama mengenai poligami. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan meneliti sebuah masalah 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan 

mempelajari berkas-berkas perkara Pengadilan Agama Temanggung 

tentang poligami karena suami melakukan perzinaan sehingga 

menyebabkan kehamilan pada calon istrinya, yang telah menjadi putusan 

perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg sebagai data primer. 

                                                           

39 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT  Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 3. 

40 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 

42. 
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b. Wawancara,41 yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan 

menanyakan langsung kepada narasumber (Hakim Pengadilan Agama 

Temanggung) yang memeriksa dan mengadili perkara yang diteliti yaitu 

putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. dengan metode wawancara ini 

diharapkan memperoleh gambaran yang jelas. 

5. Analisis Data  

Semua data yang diperoleh atau data yang terkumpul dianalisa secara 

kualitatif yang bersifat induktif agar didapatkan kesimpulan mengenai 

putusan Majelis Hakim dalam perkara poligami.  

G.Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini supaya dalam penyusunanya teratur dibagi 

menjadi lima bab diantaranya: 

Bab pertama, yakni pendahuluan yang didalamya mencakup latar 

belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memuat tentang gambaran umum poligami yang didalamnya 

terdiri dari pengertian poligami, dasar hukum atau landasan hukum poligami 

menurut hukum Islam dan hukum positif, syarat-syarat poligami, dan 

pandangan ulama mengenai poligami. 

                                                           
41 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan sesorang yang 

ingin memperoleh informasi dari seorang lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdikarya, 2004), hlm. 180. 
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Bab Ketiga, memuat gambaran umum dari Pengadilan Agama 

Temanggung dimana Pengadilan Agama Temanggung merupakan tempat 

penelitian itu dilakukan, yaitu mengenai perkara No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Selanjutnya sub bab kedua berisi tentang deskripsi 

dari putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang izin poligami karena pihak 

suami melakukan perzinaan dan calon istrinya hamil. kemudian pada sub bab 

ketiga membahas tentang landasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang poligami. 

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap putusan No. 

0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg yaitu analisis hukum Islam dan analisis yuridis. 

Bab kelima, merupakan  bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdassarkan uraian yang penyusun paparkan mengenai putusan 

perkara No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tentang izin poligami, maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Permohonan izin poligami pada perkara No.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. 

tentang izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Temanggung. 

Pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam memutus perkara 

No. 0704/Pdt.G/2014/PATmg. Tentang izin poligami, pada umumnya telah 

memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu 

berpegang pada pasal 3-5 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, pasal 40-44 Undang-undang No.9 tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan,  pasal 53 

dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.  

2. Majelis hakim dalam memutus perkara No.0704/Pdt.G/2014 tentang izin 

poligami telah sesuai dengan hukum Islam dan perundangan yang berlaku di 

Indonesia. Dimana dalam memutus perkara No.0704/Pdt.G/2014 tentang 

izin poligami ini majelis hakim mempertimbangkan apa yang menjadi syarat 

dan kebolehan bagi suami yang akan melakukan poligami sesuai yang ada 

pada Al-Qur’an surat An-Nisã’ ayat 3 dan 129, hadis, maupun pendapat 

‘ulama tentang kebolehan menikahi wanita hamil, dimana mayoritas ‘Ulama 

(Jumhur ‘Ulama) memperbolehkan praktik nikah hamil karena zina ini dan 
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tidak harus menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya, akan tetapi para 

‘Ulama ini berbeda pendapat mengenai dengan siapa wanita-wanita hamil 

itu dapat menikah dalam keadaan hamil, dan seseorang tidak dapat 

melakukan poligami apabila tidak memenuhi syarat untuk melakukan 

poligami yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun 

telah melakukan zina dan menyebabkan kehamilan, oleh karena itu zina 

tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Jadi hakim hanya 

mengabulkan izin poligami apabila hal itu sesuai dengan syarat yang telah 

ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum positif.  

B. Saran-saran 

1. Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi suami atau orang yang 

akan melakukan poligami, baik hukum Islam maupun hukum positif juga 

mengatur hal itu bahwa adil merupakan syarat utama untuk melakukan 

poligami. Sehingga untuk suami yang akan melakukan poligami harus 

benar-benar memperhatikan persyaratan yang sangat ketat itu. Jangan 

sampai syarat yang ketat itu diabaikan dengan melakukan zina terlebih 

dahulu dan berpikir poligami akan mudah setelah melakukan zina. 

2. Maraknya hamil diluar nikah pada zaman sekarang harusnnya dibarengi 

dengan banyaknya sosialisasi tentang bahaya seks bebas, agar orang-orang 

sadar akan bahaya dari seks bebas itu sendiri. Selain itu berkaitan dengan 

putusan seorang hakim dalam memutus perkara diharapkan bijak dan 

menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanfaatan. 
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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No. Hlm. Fn. Terjemahan 

   BAB I 

1. 2 6 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya”. 

2. 3 8 

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah 

As Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri 

pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk 

Islam bersamanya, maka Nabi SAW. Memerintahkanya 

memilih empat istri diantaranya.” 

3. 13 24 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya”. 

4. 13 25 
“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah 

As Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri 

pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk 

Islam bersamanya, maka Nabi SAW. Memerintahkanya 

memilih empat istri diantaranya.” 

5. 13 26 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

6. 19 36 
Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan 

mana yang lebih besar madaratnya dengan mengerjakan 
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yang lebih ringan madaratnya. 

7. 19 37 
Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus 

berorientasi kepada kemaslahatanya. 

   BAB II 

8. 28 21 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya”. 

9. 29 22 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”. 

10. 29 23 
Dari Ibnu Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah As 

Tsaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri 

pada waktu masih jahiliyah dan istri-istrinya itu masuk 

Islam bersamanya, maka Nabi SAW. Memerintahkanya 

memilih empat istri diantaranya.  

11. 32 27 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.” 

12. 41 50 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 

jalan yang buruk.” 

13. 44 55 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 

maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 

kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan 
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hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 

oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”  

14. 44 56 
“Rasullullah Saw bersabda: Ambilah dariku 

(berpeganglah padaku), ambilah dariku (berpeganglah 

padaku), sungguh Allah telah menjadikan jalan bagi 

mereka perawan atau jejaka yang berzina maka 

hukumanya adalah didera seratus kali dan diasingkan 

selama satu tahun. Sedangkan janda atau duda yang 

berzina, maka hukumanya adalah didera seratus kali dan 

dirajam.” 

15. 48 62 
“Dari Nabi Saw, beliau bersabda: Barang siapa beriman 

kepada Allah dan hari akhir, maka jangan memasukkan 

air maninya keanak orang lain.” 

   BAB III 

16. 77 15 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.”  

   BAB IV 

17. 87 20 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.” 

18. 88 22 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

19. 88 24 
Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus 

berorientasi kepada kemaslahatanya. 



IV 
 

 
 

20. 90 27 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 

maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 

kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 

oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” 

21 91 30 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, 

dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 

oleh laki-laki yang berzina atau oleh laki-laki musyrik, 

dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

yang mukmin.” 

22. 92 31 
“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang 

keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita 

yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 

untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah 

untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang 

dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 

mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan 

rezeki yang mulia (surga).” 
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Lampiran 2 

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA 

Muhammad Quraish Shihab 

Muhammad Quraish Shihab, beliau lahir 16 februari 1944 di Rappang, 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga 

keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar. Beliau merupakan seorang 

cendikiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dan mantan Menteri Agama 

pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Selain pernah menjabat sebagai Menteri 

Agama dia juga pernah menyandang berbagai jabatan lain seperti; Ketua Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen 

Agama, dan jabatan-jabatan lain. 

Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang Ulama dan guru besar 

dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang 

Ulama, pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik dikalangan 

masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti 

dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas 

Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar dikawasan 

Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga tercatat 

sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 

1972-1977. 

Sebagai seorang putra dari guru besar, Quraish Shihab mendapatkan 

motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang 

sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat inilah 

sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-

Qur’an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-

Qur’an sejak umur 6-7 tahun. ia harus mengikuti pengajian Al-Qur’an yang 

diadakan oleh ayahnya sendiri. selain menyuruh membaca Al-Qur’an, ayahnya 

juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur’an. Disinilah benih-

benih kecintaanya kepada Al-Qur’an mulai tumbuh. 

Pendidikan formalnya ditempuh di Makassar dimulai dari Sekolah Dasar 

sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” 
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di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Karena ketekunanya belajar di 

Pesantren, dua tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Kemudian 

Quraih beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo 

melalui beasiswa dari Propinsi sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima dikelas 

dua i’dadiyah Al-Azhar (setingkat smp/Tsanawiyah di Indonesia) sampai 

menyelesaikan Tsanawiyah Al-Azhar. stelah itu ia melanjutkan studinya ke 

Universitas Al-Azhar pada fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada 

tahun 1967 ia meraih gelar LC dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab 

berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz 

at-Tasryri’i Al-Qur’an Al-Karim (kemukjizatan Al-Qur’an Al-Karim dari segi 

hukum).” 

Karya 

(1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahanya (Ujung Pandang, IAIN 

Alauddin, 1984)  

(2) Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam perspektif Al-Qur’an. Jakarta: 

Lentera Hati, 1998. 

(3) Untaian Permata Buat Anakku. Bandung: Mizan, 1998. 

(4) Pengantin Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 1999. 

(5) Haji Bersama Quraih Shihab. Bandung: Mizan, 1999. 

(6) Sahur Bersama Quraish Shihab. Bandung: Mizan, 1999. 

(7) Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab. Jakarta: Penerbit Republika, 2000. 

(8) Pandnuan Shalat Bersama Quraish Shihab. Jakarta: Penerbit Republika, 2003. 

(9) Satu Islam, Sebuah Dilema. Bandung: Mizan, 1987. 

(10) Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama, 1987. 

(11) Jalan Menuju Keabadian. Jakarta: Lentera Hati, 2000. 
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Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. 

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari’ah 

dan Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta mengajar Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. 

Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas 

Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama 

ACAdeMIA, 1996. (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap 

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. 

Jakarta: INIS, 2002. (3) (Editor) Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural. 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga - kurnia Kalam Semesta, 2002,). (4) Fazlur 

Rahman tentang Wanita. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002. (5) Editor 

bersama Prof. Dr. H. M. Artho’ Mudzhar, Hukum Kelurga di Dunia Islam 

Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab 

Fikih. Jakarta: Ciputat Press, 2003. (6) Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi 

Perbandingan UU Negara Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004. 

(7) Pengantar Studi Islam. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007. (8) 

Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam. Yogyakarta: 

ACAdeMIa+TAZZAFA, 2007. Dan masih banyak lagi.   

Imam Abu Hanifah 

 Abu Hanifah lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 H / 699 M, namun 

ada juga yang menyebutkan tahun 81 H. Adapaun pendapat yang paling kuat 

adalah pendapat yang pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H / 699 M. 

Meninnggal di Baghdad, Irak 148 H / 767 M. Nama lengkap Imam Abu Hanifah 

adalah Nu’man bin Tsabit bin Zutha bin Mahan at-Taymi Pendapat yang terkenal 

menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia, hal 

itu jika ditinjau dari nasabnya yaitu Nu’man bin Tsabit bin Nu’man bin 

Mardzaban. Nama Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakna 

kepala dari anak-anak Persia yang merdeka. 

 Imam Abu Hanifah merupakan Imam besar pendiri dari Madzhab fiqh 

Islam Hanafi. Imam Abu Hanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali 

menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian 
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(Thaharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama 

sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi’i abu Dawud Dan lainnya. 

Imam Malik bin Anas 

 Imam Malik bin Anas lahir di kota Madinah pada tahun 93 H / 714 M, dan 

meninggal pada tahun 179 H / 800 M. Imam Malik mempunyai nama lengkap 

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin 

Ghuyman bin Khutsail bin Amr bin Harits, beliau merupakan pakar ilmu fikih dan 

hadits, serta pendiri madzhab Maliki 

 Imam Malik lahir pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Al-

Umay, dan wafat pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid Al-Abbasy. Ia juga 

hidup semasa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik menjadi saksi dari 

berbagai peristiwa yang terjadi pada bangsa Arab, Persia, dan India berupa 

peperangan perebutan kekuasaan dan lain-lain. Imam Malik juga melalui masa-

masa sulit yang terjadi antara Daulah bani Abbasiyah dengan Alawiyyin, 

demikian juga gerakan Khawarij yang akrab dengan kekerasan. Ia juga menjadi 

saksi bagaimana perdebatan antara kalangan Ahlussunnah dengan Syi’ah pada 

zaman tersebut. 

 Imam Malik menyusun kitab Al Muwaththa’, yang didalamnya terhimpun 

hadis sebanyak 100.000 hadits, dimana dalam penyusunanya Imam malik 

menghabiskan waktu 40 tahun dan selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 

ahli fikih madinah. 

Imam Hanbali 

Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi’ul Awwal 164 H di kota Bagdad 

dan meninggal pada hari jum’at bulan Rabi’ul Awwal 241 H di kota yang sama 

dan di kebumikan dikota Marwas. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu 

Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Murwasi. Seorang muhaddisin yang 

terkenal, beliau belajar hadis dari Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa’ad dan 

Yahya bin Qattan. Sedangkan ulam yang pernah belajar pada beliau adalah Imam 

al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Abi Dunya dan Ahmad Abil Hawarimy. Karya 

beliau yang sangat gemilang adalah Musnad Al-Kabir, yang merupakan satu-

satunya kitab musnad terbaik dan terbesar diantara kitab-kitab musnad yang 
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pernah ada, yang berisikan 40.000 buah hadis dan 10.000 dari jumlah tersebut 

merupakan hadis ulangan serta kitab ini belum diatur bab perbab, kemudian oleh 

Ahmad Muhammad bin syakir seorang ahli hadis yang terkenal dimesir berusaha 

menyusun daftar isi kitab musnad tersebut degan mengambil nama Fihris Musnad 

Ahmad.   

Imam As-Syafi’i 

Imam as-Syafi’i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. 

Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam 

as-Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin 

Syafi’ bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib  bin Abdi 

manaf. Imam as-Syafi’i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H 

(767 M). Ayah as-Syafi’i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya 

mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya 

pada waktu ia berusia dua tahun.  

Sejak kecil Imam as-Syafi’i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-

Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi 

ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. 

Dari semua guru Imam as-Syafi’i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, 

diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra’yu, mu’tazilah, syi’ah, dan ada juga 

yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi’i 

menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu 

agama. 

Imam as-Syafi’i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-

Qur’an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan 

bahwa Imam as-Syafi’i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga 

telah menghafal kitab al-Muwatha’ karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. 

Diantara kitab karya Imam as-Syafi’i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang 

membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang 

sebagian besar masalah ilmu fiqh. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Menurut bapak, apakah poligami dengan alasan suami telah melakukan 

zina diperbolehkan?  

2. Bagaimana jika pemohon menggunakan zina sebagai alasan utama untuk 

melakukan poligami, dimana hal itu tidak diatur dalam Undang-undang? 

3. Dalam menjatuhkan putusan apakah hakim melihat kondisi atau nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat? 

4. Apakah dengan alasan zina yang menyebabkan sampai pada kehamilan, 

seseorang yang melakukan poligami dapat menjamin berlaku adil terhadap 

istri-istrinya, sedangkan sangat dimungkinkan sekali istri dalam  

memberikan izin mengandung unsur keterpaksaan? 

5. Adakah pertimbangan khusus yang digunakan majelis hakim dalam 

mengabulkan perkara izin poligami dengan alasan zina? 

6. Apakah dalam perkara ini istri atau termohon  benar-benar tulus dalam 

memberikan izin poligami atau karena situasi sehingga istri merelakan 

suami untuk berpoligami? 

7. Apakah majelis hakim mempunyai standar penghasilan minimum bagi 

seseorang yang akan melakukan poligami, sehingga dianggap mampu 

memenuhi kebutuhan finansial istri dan anak-anaknya? 

8. Apakah ada dugaan dari majelis hakim mengenai adanya penurunan 

pelayanan dari seorang istri sehingga memicu suami melakukan hubungan 

dengan wanita lain sehingga sampai pada perbuatan zina? 

9. Apakah upaya hakim dalam mempertahankan asas monogami dalam 

Undang-undang perkawinan? 

10. Selain dalam lembar putusan apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang 

bersifat mengikat namun tidak dicantumkan dalam lembar putusan? 

11. Mengapa dari tiga syarat fakultatif yang terdapat pada pasal 4 Undang-

undang No. 1 tahun 1974 majelis hakim menggunakan pertimbangan yang 

pertama yaitu pada ayat 2 huruf a? 
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12. Bagaimana pendapat bapak mengenai dikabulkanya perkara ini apabila 

dilihat dari perspektif kemaslahatan, apa landasan yang paling tepat dalam 

mengabulkan perkara ini? 
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